Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-9)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Administrasi
Negara

. Pengawasan dalam Hukum Lingkungan

Pengawasan dan Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan
diatur dalam Bab XllI Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

Pasal 71 UU 32 Tahun 20019 menyatakan bahwa Menteri LHK,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Menteri  LHK, gubernur, atau bupati/walikota  dapat
mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri LHK, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Menteri LHK dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya
diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
melakukan pemantauan;
meminta keterangan;
membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang
diperlukan;
memasuki tempat tertentu;
memotret;
membuat rekaman audio visual;
mengambil sampel;
memeriksa peralatan;
memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
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j.  menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan
hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang
menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif Hukum Lingkungan secara lebih detail diatur
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Permen LH 2/2013)

Peraturan tersebut dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan
efektivitas penerapan sanksi administratif diperlukan pedoman
penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan
hidup

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi
yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan
kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin
lingkungan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan
berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau
gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau
kesehatan manusia.

Pengawasan Lingkungan Hidup vyang selanjutnya disebut
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau



kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang,
kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi
tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau
perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;

c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
ketentuan dalam Izin Lingkungan.

UU 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Dalam Permen LH 2/2013 juga dinyatakan bahwa Menteri LH,
gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam
Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

a. lzin Lingkungan;

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD
berdasarkan:
a. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau



b. pengaduan masyarakat.

Pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD.

Pasal 76 UU 32/2009 menyatakan bahwa sanksi administratif
terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

Secra lebih lengkap Permen LH 2/2013 Pasal 4 — Pasal 7
menyatakan bahwa sanksi Administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin  Perlindungan
danPengelolaan Lingkungan Hidup; dan

d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau lIzin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Teguran tertulis diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan
dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan:

a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

a. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan:

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin
Lingkungan serta lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
dan/atau

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan lzin Lingkungan
dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.



Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan:

a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh
paksaanpemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
dan/atau

c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan
manusia.

Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
legalitas kewenangan;
prosedur yang tepat;
ketepatan penerapan sanksi;
kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
asas kelestarian dan keberlanjutan.
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Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
bertahap;
bebas; dan/atau
c. kumulatif.
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Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah
menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau
pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah dapat berupa:
penghentian sementara kegiatan produksi;
pemindahan sarana produksi;
penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
pembongkaran;
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e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk
memaksa penanggung jawab wusaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau
dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran
yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap Izin Lingkungan dan lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dalam  melaksanakan  kewenangan penerapan  Sanksi

Administratif:

a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Pejabat Eselon | yang bertanggungjawab
di bidang penaatan hukum lingkungan;

b. gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi; dan

c. bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.



Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan
dalam keputusan Menteri LHK, gubernur, atau bupati/walikota.

Menteri LHK dapat menerapkan Sanksi Administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh
gubernur atau bupati/walikota, jika Menteri menganggap gubernur atau
bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif
terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri
LHK, gubernur, atau bupati/walikota dengan mengacu pada peraturan
Menteri LHK.

. Gugatan Administratif

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal
tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin
lingkungan.

Jadi, apabila orang atau badan hukum perdata merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
berupa penerbitan izin lingkungan atau penerbitan izin usaha tanpa
dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan tentang Gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009. Berdasarkan UU tersebut, maka dapat diajukan gugatan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal
atau dinyatakan tidak sah. Dalam gugatan Tata Usaha Negara di
bidang lingkungan, dapat disertakan pula tuntutan ganti rugi jika
memang dianggap penting untuk disertakan.



Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha
negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan https://ptun-jakarta.go.id/?page id=1560 yang
diunduh pada tanggal 22 September 2019, maka prosedur dan
pengajuan biaya perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata
Usaha Negara adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pertama:

Pihak Berperkara (Penggugat) Datang Ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) Dengan Membawa :

Surat Gugatan Rangkap 8 (Delapan) Disertai Soft Copy
Gugatannya,

Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar
(Apabila Sudah Ada);

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah
1 (Satu) Eksemplar;

Surat Kuasa Sejumlah 8 (Delapan) Eksemplar Disertai Foto
Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan).

b. Tahapan Kedua:

Petugas Meja Pertama Menerima Gugatan / Permohonan

Beserta Kelengkapannya.

c. Tahapan Ketiga:

Petugas Meja Pertama Memeriksa Kelengkapan Berkas

Dengan Menggunakan Daftar Periksa (Check List) dan Meneruskan
Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada
Panitera Muda Perkara Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap
atau Tidak Lengkap.

d. Tahapan Keempat :

Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :

Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara
Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa
Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya,
Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada
Petugas Meja Pertama.

e. Tahapan Kelima:


https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=1560

Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara Sebesar
Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Melalui Bank BRI Atau Via
Transfer ATM Bank BRI Dengan Nama :

Biaya Perkara PTUN Jakarta - Rekening BRI Cabang
Jatinegara

f. Tahapan Keenam :

Pihak Penggugat Setelah Membayar Panjar Biaya Perkara,
Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Kasir / Meja Pertama.

g. Tahapan Ketujuh :

Petugas Meja Pertama Membuat Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu
Rupiah) dan Kasir / Meja Pertama Mencatat Dalam Buku Jurnal.

h. Tahapan Kedelapan :

Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register
Induk Perkara. Petugas Meja Pertama Memproses Gugatan.

i. Tahapan Kesembilan :

Petugas Meja Kedua Memasukan Nomor Perkara, ldentitas
Para Pihak, Obyek Sengketa, Posita dan Petitum Gugatan Dalam
Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Tata Usaha Negara Jakarta
(SIAD TUN Jakarta).

j. Tahapan Kesepuluh :

Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan
yang Telah Didaftar Serta Telah Ditandatangani Oleh Panitera Kepada
Pihak Penggugat. PENDAFTARAN SELESAI

Selanjutnya Pihak — Pihak Berperkara akan Dipanggil Melalui
Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses /
Pemeriksaan Persiapan / Persidangan.

Beberapa definisi dalam UU Tata Usaha Negara adalah sebegai
berikut:

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur
dalam undang-undang.

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur
dalam undang-undang.

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan
atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata.
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Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta
mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa kompetensi PTUN dalam
sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan
kompetensi atau kewenangan mengadili.

Pengadilan TUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa
tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat
kasasi dan peninjauan kembali.

Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana
diatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 maka
Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan
terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum
banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke
Mahkamah Agung.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk
mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan
kompetensi absolut.

Kompetensi relatif berhnubungan dengan kewenangan pengadilan
untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas
daerah hukum yang menjadi kewenangannya.

Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa
suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa
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(Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang
menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya
diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO.
51 tahun 2009 menyatakan: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara
berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Provinsi

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan
atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat
dan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986
yang menyebutkan:

a. Tempat kedudukan Tergugat;

b. Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;

c. Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat
kedudukan Tergugat;

d. Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu
berdasarkan Peraturan Pemerintah);

e. PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat
kedudukan Tergugat berada diluar negeri;

f. Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di
luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan
untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok
sengketa.

Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang
diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN

Contoh kompetensi absolut adalah bila obyek yang menjadi pokok
sengketa adalah surat keputusan gubernur, maka yang mempunyai
kompetensi absolut atas sah atau tidaknya Surat Keputusan tersebut
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri
ataupun Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka
10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: ”
Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata
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dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”
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